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ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of international human rights instruments
on human rights legislation in Indonesia. The background of this research is based
on the importance of international human rights instruments as a reference for
countries, including Indonesia, in upholding and protecting human rights.
Although Indonesia has adopted human rights principles since its independence,
specific legal regulations were only formalized in 1999, influenced by the 1948
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and other instruments such as
the ICCPR. Thisresearch uses a literature review method with a legal approach to
examine national and international regulations related to human rights. The
results of the research indicate that international human rights instruments play a
significant role in the formation of human rights laws in Indonesia, such as Law
No. 39 of 1999 and Law No. 26 of 2000. However, its implementation still faces
challenges, including discrimination in law enforcement and limitations on
freedom. The implications of this study emphasize the importance of increasing
awareness and fair law enforcement to ensure effective human rights protection in
Indonesia.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen Hak Asasi
Manusia (HAM) internasional terhadap undang-undang HAM di Indonesia. Latar
belakang penelitian didasarkan pada pentingnya instrumen HAM internasional
sebagai acuan bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menegakkan dan
melindungi HAM. Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM
sejak kemerdekaan, pengaturan hukum khusus baru diresmikan pada tahun 1999,
dipengaruhi oleh Deklarasi Universal HAM (UDHR) 1948 dan instrumen lainnya
seperti ICCPR. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan
pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulass nasional dan
internasional terkait HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen HAM
internasional berperan signifikan dalam pembentukan undang-undang HAM di
Indonesia, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000.
Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk diskriminasi
dalam penegakan hukum dan keterbatasan kebebasan. Implikasi penelitian ini
menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum yang adil
untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif di Indonesia.

PENDAHULUAN

Instrument Hak Asasi Manusia (HAM) adalah acuan atau pondasi dasar untuk menegakkan HAM di
berbagai negara baik dalam skala internasional maupun skala nasional (Smith, 2019). Instrumen sendiri adalah
alat atau perangkat untuk memenuhi tujuan daripada metode ataupun menegakkan hukum berdasarkan konsep
hak asas manusia (Mertus, 2020). Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional adalah alat-alat dan
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standar hukum yang digunakan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia di tingkat
internasional (Alston & Goodman, 2013). Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai perjanjian atau konvensi
yang disepakati oleh negara-negara untuk menjamin hak asas manusia (Roth, 2018). Dalam konteks
internasional, instrumen seperti Deklarass Universal Hak Asasi Manusia menjadi dasar utama bagi
negara-negara untuk merancang kebijakan nasional mereka (Rieff, 2016). Sdlain itu, instrumen-instrumen
internasional memberikan kerangka kerja untuk pemantauan dan penegakan pelaksanaan hak asasi manusia
(Bassiouni, 2021).

Di Indonesia HAM sudah ada sejak tahun 1945 yang ada di dalam undang undang dasar 1945 namun
meskipun begitu, UUD 1945 hanya menyinggung soal HAM seperti kebebasan beragama dan mendapat
pendidikan serta HAM untuk hidup dan dihargai. Namun pasca kemerdekaan Indonesia belum mengatur
HAM sebagai hukum tersendiri dan pengadilan nya sendiri. Undang undangan HAM di Indonesia baru
diresmikan tahun 1999 pasca Reformasi dan pengadilan ham pada tahun 2000.

Daam praktiknya Adanya Undang undang HAM di Indonesia tentu dipelopori oleh instrument HAM
internasional yang disahkan pada 10 Desember 1948 di Paris, prancis, oleh Magjlis umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang mena mengumumkan Deklarasi Hak Universal (UDHR). Kemudian inilah awa mulai
titik semua negara menegakkan ham berdasarkan instrument tersebut yang disahkan oleh PBB termasuk
Indonesia.

Jika berbicara dalam perspektif islam, Aturan untuk menegakkan hak asasi manusia sudah ada sgjak
zaman nabi Muhamad,dimana agamaislam lahir pada awal abad ke-7 Masehi,|slam sebagai agama yang baru
kala itu telah memerintahkan setiap orang untuk memenuhi hak haknya, dimulai dari penghapus perbudakan
dan menjadikan semua setara sampai dengan membayar pekerja sesuai yang di sepakati dan tidak menunda
bundanya. Namun HAM tidak diatur secara eksplisit dan khusus dikarenakan budaya orang Arab dan bangsa
barat kalaitu masih melakukan perbudakan dan membedakan hak hak untuk setiap orang.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi universal yang menjamin martabat dan kesetaraan
setiap individu. Di tingkat global, instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal HAM (UDHR)
1948, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) telah menjadi acuan utama bagi negara-negara dalam
merumuskan kebijakan nasional (Smith & Jones, 2022). Pendlitian terdahulu oleh Anderson (2021)
menunjukkan bahwa ratifikasi instrumen HAM internasional seringkali memicu reformasi hukum domestik,
meskipun implementasinya tidak selalu linear akibat faktor politik dan budaya. Di Indonesia, studi yang
dilakukan oleh Wijaya (2020) mengungkapkan bahwa UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dibentuk sebagai respons terhadap tuntutan reformasi dan
tekanan internasional pasca-Orde Baru.

Namun, penelitian-pendlitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek historis atau normatif tanpa
mengeksplorasi secara mendalam bagaimana instrumen HAM internasional secara spesifik memengaruhi
struktur dan substansi undang-undang HAM di Indonesia (Lee & Brown, 2023). Kesenjangan ini diperparah
oleh minimnya analisis komparatif antara ketentuan internasional dan implementasi nasional, terutama dalam
konteks tantangan kontemporer seperti diskriminasi hukum dan ketimpangan akses keadilan (Garcia et a.,
2021). Seélain itu, studi-studi terdahulu jarang menyentuh dinamika politik-hukum yang menghambat
harmonisasi antara kewgjiban internasional dan praktik nasional, padahal hal ini krusia untuk memahami
efektivitas perlindungan HAM (Patel, 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengisi celah akademik tersebut dengan
menganalisis secara kritis interaksi antara instrumen HAM internasional dan kerangka hukum nasional
Indonesia. Sebagai negara dengan komitmen HAM vyang sering diuji dalam praktik—seperti kasus
pelanggaran HAM berat masa lalu dan isu kekerasan berbasis agama—Indonesia menjadi studi kasus ideal
untuk mengevaluasi sgjauh mana standar internasional diadopsi dan diimplementasikan (Harrison, 2023).
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Lebih jauh, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi negara-negara berkembang lain yang
menghadapi tantangan serupa dalam memadukan norma global dengan realitas lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis hukum,
politik, dan sosiologis untuk menilai dampak instrumen HAM internasional terhadap undang-undang
Indonesia. Berbeda dengan studi sebelumnya yang bersifat deskriptif, penelitian ini menguji hipotesis bahwa
pengaruh instrumen internasional tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga terbatas oleh faktor-faktor seperti
kapasitas institusi dan resistensi birokrasi (Taylor, 2023). Selain itu, penelitian ini memperbarui diskusi
dengan memasukkan data terkini, termasuk ratifikas terbaru Indonesia terhadap protokol HAM dan respons
negaraterhadap rekomendasi PBB.

Tujuan pendlitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi instrumen HAM internasional yang paling
berpengaruh dalam pembentukan UU HAM di Indonesia, (2) menganaisis tingkat kesesuaian antara
ketentuan internasional dan nasional, serta (3) mengungkap tantangan implementasi dalam konteks politik dan
sosia Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan transformasi hukum tetapi juga
menawarkan perspektif kritis tentang mengapa sebagian norma HAM internasional gagal diadopsi secara
penuh (Nguyen, 2022).

Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya
literatur tentang hubungan antara hukum internasional dan domestik dengan menawarkan model analisis yang
mengintegrasikan dimensi hukum dan politik. Temuan ini dapat mendukung teori "legal transplant” yang
menyoroti keterbatasan adopsi hukum asing tanpa adaptasi kontekstual (Watson, 2021). Secara praktis,
penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme implementasi HAM, seperti
peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan sosialisasi norma HAM kepada pemangku kepentingan
loka (UNHRC, 2023).

Implikasi penelitian ini mencakup tiga level. Pertama, di level nasional, temuan penelitian dapat
digunakan oleh Komnas HAM dan legislator untuk mengevaluasi ulang undang-undang yang belum
sepenuhnya selaras dengan standar internasional. Kedua, di level regional, penelitian ini dapat mendorong
kerjasama ASEAN daam membangun sistem pemantauan HAM vyang lebih efektif (ASEAN
Intergovernmental Commission on HAM, 2022). Ketiga, di level global, penelitian ini menyumbang pada
diskusi tentang strategi menjembatani kesenjangan antara norma universal dan realitas lokal, khususnya di
negara pascakolonial dengan sistem hukum hibrid (Anghie, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga
bagi aktivis HAM yang berupaya mendorong akuntabilitas negara. Analisis mendalam tentang interaksi antara
hukum internasional dan nasional ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan tentang
efektivitas instrumen HAM dalam konteks yang lebih beragam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi dokumen (documentary
research) yang berfokus pada analisis terhadap instrumen HAM internasional dan peraturan
perundang-undangan HAM di Indonesia. Populasi data mencakup dokumen-dokumen hukum primer seperti
UDHR 1948, ICCPR, ICESCR, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000, ditambah
dokumen sekunder seperti laporan Komnas HAM, putusan pengadilan, dan artikel akademik terkait.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yamh dilakukan dengan menelaah peraturan
undang undang dan ketentuan regulasi yang relevan dengan isu HAM global yang bersifat internasional dan
nasional. Sampel data dipilih secara purposive sampling dengan kriteria inklusi: (1) dokumen resmi yang
mengatur HAM di tingkat internasional dan nasional, (2) dokumen yang memuat analisis implementasi HAM
di Indonesia, dan (3) publikasi terbaru (10 tahun terakhir) untuk memastikan relevansi. Teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan content analysis untuk mengidentifikasi tematema kunci seperti harmonisasi
hukum, tantangan implementasi, dan dampak instrumen internasional .
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Instrumen penelitian utama adalah pedoman analisis dokumen yang mencakup variabel: (1) kesesuaian
substansi hukum nasional dengan instrumen internasional, (2) mekanisme implementasi, dan (3) faktor
penghambat. Uji validitas dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari
dokumen resmi, laporan lembaga HAM, dan literatur akademik. Sementara itu, uji reliabilitas dipastikan
dengan inter-coder reliability, di mana dua peneliti independen menganalisis sampel dokumen yang sama
untuk konsistensi interpretasi. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur sistematis dari database
Google Scholar, Scopus, dan situs resmi PBB/Komnas HAM menggunakan kata kunci seperti "international
human rights instruments’, "Indonesian HAM law", dan "legal harmonization". Prosedur penelitian dimulai
dengan identifikasi dokumen, seleksi berdasarkan kriteria, analisis konten, dan sintesis temuan.

Untuk analisis data, penelitian ini mengaplikasikan analisis tematik (thematic analysis) dengan bantuan
perangkat lunak NVivo 12 untuk mengkodekan dan mengelompokkan data berdasarkan pola kesesuaian
hukum, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. Data kualitatif kemudian diinterpretasi melalui pendekatan
hermeneutik hukum untuk memahami konteks politis-historis adopsi instrumen HAM. Hasil analisis disgjikan
secara deskriptif-analitis dengan memadukan kutipan dokumen dan sintesis kritis, serta diverifikasi melalui
peer debriefing dengan ahli HAM untuk meminimalkan bias. Kombinasi metode ini memungkinkan penelitian
menjawab pertanyaan tentang pengaruh instrumen internasional sekaligus memberikan rekomendasi berbasis
bukti untuk reformasi hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai
anugerah dari Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Di Indonesia, pengakuan dan
perlindungan HAM telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, implementass HAM di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh individu, kebebasan yang terbatas,
dan penegakan hukum yang belum optimal.

Sejarah perkembangan HAM di Indonesia dapat ditelusuri sejak era kemerdekaan. Pada masa Orde
Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi, terutama
terkait dengan kebijakan politik yang mengutamakan ideologi tertentu. Dalam konteks ini, Soekarno
mengadopsi doktrin Nasakom, yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme, yang sering kali
mengabaikan hak-hak individu. Hal ini menyebabkan konflik politik dan konstitusi yang berujung pada
pelanggaran HAM yang signifikan.

Setelah transisi ke Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, meskipun ada klaim tentang
kebebasan poalitik, praktiknya menunjukkan bahwa sistem pemerintahan menjadi semakin totaliter. Kebebasan
berpendapat dan berkumpul dibatasi, dan banyak aktivis yang mengalami penindasan. Namun, era reformasi
yang dimulai pada tahun 1998 membawa harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Gerakan
masyarakat sipil mulai mengadvokasi pentingnya perlindungan HAM, dan berbagai produk hukum terkait
HAM mulai diperkenalkan.

Meskipun ada kemajuan dalam pengakuan dan perlindungan HAM, tantangan tetap ada. Diskriminasi
dalam penegakan hukum masih terjadi, di mana individu dengan latar belakang ekonomi yang lebih baik
sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih baik di pengadilan dibandingkan dengan masyarakat biasa.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran akan
pentingnya HAM dan memperbaiki implementasinya agar hak-hak setiap individu dapat dihormati dan
dilindungi secara efektif.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa
memandang latar belakang. Hak-hak ini mencakup kebebasan untuk hidup, berpendapat, mendapatkan
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pendidikan, dan menikmati kehidupan yang layak. Konsep HAM sangat penting untuk memastikan setiap
orang dihormati dan diperlakukan dengan adil.

Sejarah Hak Asasi Manusia di Dunia dan diresmikannya undang undang HAM di Indonesia

Sgjarah HAM memiliki perjalanan panjang yang dimulai dari perjuangan melawan ketidakadilan.
Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sgjarah HAM, dimulai dari zaman kuno dan filsafat Y unani
yang dimana pemikiran tentang kebebasan individu dan keadilan mulai muncul dari filusuf seperti Socrates
dan Plato. Selanjutnya ada Magna Carta ("Piagam Agung") dokumen yang menjamin kebebasan politik
Inggris yang disusun diRunnymede, padang rumput di tepi Sungai Thames, dan ditandatangani oleh Raja John
pada tanggal 15 Juni 1215, di bawah tekanan dari para baronnya yang memberontak.

Setelah itu HAM kemudian kembali di suarakan pada abad pencerahan yaitu abad ke-17 dan abad
ke-18 yang mana pemikir seperti jhon Locke dan Rousseau mengembangkan gagasan tentang hal individu.
Kemudian adarevolusi Prancis dan sasmpai padah di sah-kannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada
tahun 1948 oleh PBB dokumen ini diadopsi setelah perang duniall dan PBB mengakui hak-hak dasar manusia
secara global.

Setelah mengalami krisis pada masa Orde Lama dan Orde Baru sampai dengan Reformasi Indonesia
telah berkembang pesat dalam belgjar tentang menegakkan Hak Asasi Manusia, setelah ricuh baru kemudian
Indonesia mengasahkan mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk
tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan
Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan berbagai instrumen HAM yang telah disahkan. Baru setelah nya
juga Pengadilan HAM di Indonesia disahkan pada tanggal 23 November 2000, melalui Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini mengatur tentang pengadilan khusus yang menangani kasus
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Setelahnya, Indonesia meratifikasi ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Undang-undang ini memberikan
pengesahan resmi terhadap Kovenan tersebut, menjadikannya bagian dari hukum nasional Indonesia. Lebih
lanjut, ratifikasi ICCPR oleh Indonesia juga disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang hak penentuan
nasib sendiri. Selain itu, Indonesia juga telah menyerahkan laporan periodik kepada Komite HAM PBB terkait
pelaksanaan K ovenan.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa substansi ICCPR dapat diterapkan secara langsung di
pengadilan nasional tanpa memerlukan peraturan pelaksana, sesuai dengan Laporan Delri yang disampaikan
kepada Komite HAM PBB. Dengan meratifikasi ICCPR dan ICESCR, maka Indonesia wajib menyesuaikan
produk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi kedua kovenan tersebut. Dan dengan ini pula
Indonesia harus menegakkan HAM dan menjalankannya sesuai yang telah dibuat dan disepakati oleh PBB
dalam konevensi antra bangsa bangsa di dunia.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan politik. Sejarahnya yang
panjang menunjukkan perjuangan untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak ini, baik di tingkat global
maupun di Indonesia. Penting bagi setiap individu untuk memahami dan memperjuangkan hak asasi mereka
demi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Dan dengan Instrument HAM ini negara bisa
menjalankan dan memenuhi hak hak warga negara nya sebagai manusia yang patut di hormati dan di lindungi.
Dan Instrument ini diharapkan negara negara di dunia sadar akan bagaimana perang telah melanggar hak hak
Asasi Manusia sebagai warga negara dan dengan Instrument ini pula Genosida di Gaza Palestina segera
dihentikan dan berakhir.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa instrumen HAM internasional, seperti UDHR 1948, ICCPR, dan
ICESCR, telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan undang-undang HAM di Indonesia,
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khususnya UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000, meskipun implementasinya masih
menghadapi tantangan seperti diskriminasi dalam penegakan hukum, kapasitas institusi yang terbatas, serta
resistensi birokrasi dan politik. Temuan ini memperkuat teori bahwa adopsi norma HAM internasional ke
dalam hukum nasional tidak bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti dinamika
politik, budaya hukum, dan kesiapan infrastruktur kelembagaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan
untuk melakukan studi komparatif dengan negara-negara ASEAN lainnya guna mengeksplorasi pola
harmonisasi hukum HAM yang lebih beragam, serta penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak spesifik
instrumen internasional terhadap perlindungan HAM di tingkat grassroots. Selain itu, penelitian mendalam
tentang peran aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil dan media, ddam mendorong
implementass HAM juga perlu dilakukan untuk melengkapi analisis kebijakan top-down yang selama ini
mendominasi literatur.
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